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PUTUSAN
Nomor 2898 K/Pid.Sus/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MEYLISA alias ICA binti NURIZAL;
Tempat Lahir : Taja Indah;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun /5 Juni 1992;

Jenis Kelamin - Perempuan;

Kewarganegaraan :Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Il Nomor 3039 RT 51 RW 15,
Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang
Lebar, Palembang;
Agama > Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 506 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meylisa alias Ica binti Nurizal bersalah
melakukan tindak pidana “Menggunakan atau memanfaatkan korban
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan
atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan
orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil
tindak pidana perdagangan orang”, sebagaimana yang telah didakwakan
dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kondom merek Durex Love yang berisikan 2
(dua) buah kondom merek Durex warna biru yang belum digunakan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM.6310E warna biru navi
dengan nomor SIM Card : 0821-84676616;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type A80 warna rose gold dengan
nomor SIM Card : 0853-69353280;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Bill asli pembayaran Fave Hotel kamar No. 617
tanggal 9 Juni 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
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- 1 (satu) unit HP merek Samsung FUP warna putih dengan nomor
SIM Card : 0813-68086648;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo F11 warna hitam dengan nomor SIM
Card : 0821-88519993;

- 1 (satu) lembar STNK No. 04787941 mobil Honda Brio warna kuning
dengan No. Ka : MHRDD1850KJ925679 dan No. Sin
L12B32387513 No. Pol BG 1544 MY;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam mobil Honda Brio;

-1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning No. Pol BG 1544 MY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Astiya Saputri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1100/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 September 2021 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meylisa alias Ica binti Nurizal telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut
Umum,;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kondom merek Durex Love yang berisikan 2
(dua) buah kondom merek Durex warna biru yang belum digunakan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM.6310E warna biru navi
dengan nomor SIM Card : 0821-84676616;
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- 1 (satu) unit HP merek Samsung type A80 warna rose gold dengan
nomor SIM Card : 0853-69353280;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Bill asli pembayaran Fave Hotel kamar No. 617
tanggal 9 Juni 2021,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung FUP warna putih dengan nomor
SIM Card : 0813-68086648;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo F11 warna hitam dengan nomor SIM
Card : 0821-88519993;

- 1 (satu) lembar STNK No. 04787941 mobil Honda Brio warna kuning
dengan No. Ka : MHRDD1850KJ925679 dan No. Sin
L12B32387513 No. Pol BG 1544 MY;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam mobil Honda Brio;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning No. Pol BG 1544 MY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Astiya Saputri;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
245/PID/2021/PT PLG tanggal 24 November 2021 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1100/Pid.Sus /2021/PN Plg tanggal 30 September 2021 yang
dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
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5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk
kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2021/PN.Plg
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Penasihat Hukum
Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2022 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 5 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut
telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9
Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2021 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat
sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex

facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili
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Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku
serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa

dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa
mendapatkan informasi dari Lita ada tamu laki-laki di FAVE Hotel minta
ditemani di kamar (layanan persetubuhan) selanjutnya Terdakwa
menghubungi saksi korban Astya Saputri untuk menggunakan jasanya
dengan tarif Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana saksi korban
mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa
mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Lita mendapat
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi
kualifikasi tindak pidana “Perdagangan orang” melanggar Pasal 12
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat
dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui
batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253
Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
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Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL
— Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MEYLISA
alias ICA binti NURIZAL tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Soesilo, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis
yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Setia Sri Mariana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd/ Ttd/

Soesilo, S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.
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Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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